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Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan
pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, maka setiap entitas akuntansi wajib menyusun dokumen
perencanaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Tim
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dengan Surat Keputusan
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

S.Peraturan .........ccociuis



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1350,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negen
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturamn ......ccovvivinans



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2025-2045;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor & Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2023-2042;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada

lampiran Surat Keputusan ini;

a. Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam diktum
pertama keputusan ini bertugas antara lain :

1.

Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;

3. Menvusunm ....ccoveevemranns



3. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat yang
berisi program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara vyang
berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan;

b. Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berlaku dalam

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) beserta Perubahan Tahun 2026;

(Terlampir)

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Tenggarong
Pada tanggal :9 Januari 2025

Tembusan disam kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di — Tenggarong

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara di -
Tenggarong.




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-406/ITDA/SET.II/000.8.3/01 /2025

TANGGAL : 9 JANUARI 2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM

A. Pengarah : Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

C. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah III

D. Wakil Ketua : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I

2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV

E. Sekretaris : Kepala Subbag. Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
F. Anggota : 1. Perencana Muda Sub Koeordinator Penyusunan Program
& Keuangan
2. Perencana Muda Sub Koordinator Evaluasi dan
Pelaporan




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026.
Rencana Kerja ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara yvang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun
2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator
pembangunan vyang tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2021-2026. Selain itu RENJA ini juga sudah
menyesuaikan dengan rancangan Awal RENSTRA Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk priode 2025-2029.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi
pengawasan sehingga rencana kerja Inspektorat Daerah diharapkan dapat
menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai
dalam satu tahun ke depan. Perubahan paradigma Inspektorat Daerah saat
ini dengan menjalankan fungsi gquality assurance atau Penjamin Mutu dan
consulting patner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi early
warning system atau sebagai peringatan dini. Dengan perubahan paradigma,
yvang tadinya sebagai pemeriksa watch dog saat ini Inspektorat daerah lebih
ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak perlu disempurnakan,
meskipun demikian kami berharap dengan rencana kerja ini semua
kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang kami buat mengarah
kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan

pedoman selanjutnya.

Tenggarong, Juli 2025
Inspektur,

-I r.
B SR/

ansyaliy SE. M/Si.,CGCAE.,CPSp
;'I"'" Magkat T (IV/b)
3 T9799861 2001121001
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BAB I PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi
begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan vyang
komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas,
demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, vang pada akhirnya
dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana
pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta
berkelanjutan.

Inspektorat sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan dan
pengawasan kepada Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintahan Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat ini Kinerja
Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat, pemerintah
dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada
masyarakat sebagai stakeholders.

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,
Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah. Sebagai prinsip dasar dari Good Governance
Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat terpantau dan
terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke
tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat
dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru

dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat periode 2021-2026, serta
memperhatikan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat
Daerah periode 2025-2029,

Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan
bagi Inspektorat Daerah dalam perencanaan kinerja merupakan suatu
aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan
untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari

perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang

1



dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum
perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya
peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam
menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini
akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek
sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran vang telah ditetapkan. Selain itu
dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi
meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun vang

diperlukan secara optimal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Landasan hukum penyusunan dokumen Renja Inspektorat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Ewvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 nomor 1312);

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2025-2045;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2023-2042;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

20, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomeor 43 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini memuat informasi
mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan
keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi - informasi yvang
akan memudahkan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengukuran dan
penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi
kinerja. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai
penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa
kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah:
(1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.



(2) Menyesuaikan dengan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029,.

(3) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah yang
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

(1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara ke dalam program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan
yvang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025
sampai dengan tahun 2029.

(2) Sebagai satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam menentukan prioritas program pembangunan vyang
akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara.

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi
pembangunan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui pelaksanaan tugas — tugas Pembinaan dan Pengawasan.

(4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(9) Menciptakan iklim pemerintahan vyang bersih dan berwibawa guna
mewujudkan Good Governance.

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas

Internal dan Eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka

sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini meliputi:



BAB I

BAB 1[I

BAB III

BAB 4

FENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan gambaran umum tentang perlunya

penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

1.1 Latar Belakang
Menyajikan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Inspektorat
Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara
Rencana Kerja Inspektorat Daerah dengan dokumen REKPD,
Rencana Strategis Inspektorat Daerah, dengan RENJA K/L dan
RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum
Memuat  penjelasan  tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yvang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN

LALU

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Inspektorat
Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan terkait sebagai berikut :



4.1 Program dan Kegiatan.

Menyajikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan
program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

c. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel 4.1 (TC-33) Rumusan rencana program dan kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun
2027.

BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa :
5.1 Catatan Penting dalam penyusunan RENJA.
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

5.3 Rencana Tindak lanjut.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah adalah penjabaran
Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut.
Tercapai tidaknya pelaksanaan berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
vang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat
dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program vang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator
kinerja vang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan
penyusunan program,/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sahih
dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja
output dan pencapaian kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja
output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja
vang telah disusun sebelumnya. Sedangkan Kkinerja keuangan adalah
perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan
yvang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja
untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap
pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan
lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2024
telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini.

Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
vang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pagu Anggaran vang disediakan untuk program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah



sebesar Rp.58.686.558.938,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.47.078.757.984,- atau tercapai 80,2 %.

Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu Nilai SAKIP
Perangkat Daerah dari target nilai 85 hasil evaluasi implementasi SAKIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 wvang
dilakukan penilaian pada tahun 2024 memperoleh nilai 73,64 dengan
kategori BB (Sangat Baik). Kategori "Sangat Baik" menginterpretasikan
bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja,
baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas
yvang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen Kinerja
vang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level eselon 3 /koordinator.

Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam
program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait
demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup Hasil Evaluasi SAKIP
Inspektorat Daerah kemudian tercapainya target Penilaian Kapabilitas APIP
ke Level 3 dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP yakni APIP telah
melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai
dengan standar.

Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pagu Perubahan vyang disediakan pada program ini sebesar
Rp.11.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.808.467.577,- atau
mencapai 41,8%. Untuk indikator kinerja Cakupan Penyelenggaraan
Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan yang ditargetkan 96%
dengan realisasi 103%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pagu Anggaran Perubahan yang disediakan untuk program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp.4.000.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.1.649.242.765,- atau mencapai 41,20%.
Sedangkan untuk Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi dengan target 75% Persentase Perangkat Daerah vyang
melaksanakan SPIP tercapai 97,2 % melampaui dari target yvang telah
ditetapkan.

Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan



juga adanya Komitmen Perangkat Daerah diantaranya dalam pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) vaitu proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana Pencapaian Ewvaluasi
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas
penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi), juga dalam Penilaian MCP
(Monitoring Center for Prevention), Pencapaian Target LHKASN, serta
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Secara keseluruhan untuk Program pada tahun 2024 memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, hanya saja untuk

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak

dilaksanakan karena masih belum ada yang mendesak untuk di pelihara.

Rendahnya realisasi 2 program utama Insepktorat disebabkan oleh

beberapa hal yvaitu :

1. Komponen belanja terbesar untuk kedua program inti tersebut adalah
belanja perjalanan dinas dalam kota, dimana satuan biaya harian dan
transportasi yang rendah sehingga realisasinya juga rendah.

2. Keterbatasan jumlah APIP dan hari/waktu untuk melaksanakan
penugasan, sehingga cakupan pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan
semaksimal mungkin.

3. Mandatory spending yang cukup besar sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undang untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 0,5% dari
total APBD, vang tidak sesuai dengan proporsi jumlah SDM APIP selaku

pengguna realisasi anggaran tersebut.
Berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat

Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Tabel 2.1 TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat
Daerah s/d Tahun Berjalan 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Inspektorat Daerah Lembar : .........
Target dan Realisasi Kinerja Program ml'arl:irm Eesten
i paian Target Renstra-
dan Kegiatan Tahun Lalu
Urusan [ Indikat Kin Realisasi PD s/d Tahun berjalan
Bidang o Lot L sxls Target 2024 Target (2025)
Urusan SR :‘Pﬁm Kinerja Hasil Program dan Realisasi ]
Kode Pemerintahan Prog XA Program dan Kegiatan Capaian tingkat
Daerah dan 'nll"[::m” mﬁt;ul;lﬂ Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan c“p?'i'n.
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025) | Kegiatan s/d "t:’“::‘
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (9%} Tahun e
berjalan Renst
(2025) (%)
1 2 3 4 5 a 7 8=(7/6) 9 10={5+7+9) 11={10/4}
Unsur
& Pengawasan
Urusan
Pemerintahan
I ktorat
6.01 g B
Program
Fenunjang
Urusan -
HNilai SAKIP
6.01.01 El:::ntahm F kat Dacrah 90 Nilai 84,9 Nilai 85 Nilai 73,64 Nila: 86,64 88 Nilai 88 |Nilai 98
Kabupaten
Peningkatan
Kapabilitas
Bpera 3 Level 3 Level 3 Lewel 3 Lavel 100 3 Lewsl 3 Level 100
Pengawasan
Intern
Pemerintah [APIP)
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Urusan / o Realisasi ten Hegintan Taaon aln PD s/d Tahun berjalan
tor Target Kinerja 2024)
Bidang 5 Ca Target Target (2025)
Urusan : i Kinerja Hasil Program dan Realisasi
Kod tal Program Program tingkat
Semeei (outcomes)/ (Renstra-PD) Program dan Kegiatan Capaian
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan cnpaim“_
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025) | gegiatan s/d =
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun s
berjalan %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Perencanaan,
Penganggaran Jumlah dekumen
sofotzior || SETEEASL | Aeaes, 30 Dokumen| 6 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen| 100 11 Dokumen| 25 Dokumen| 83,33
inerja anggaran, dan
Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah
Penyusunan
Dokumen Jumlah Dokumen
6.01.01.2.01.01 Perencanaan Perencanaan 20  Dokumen 4 Deokumen 5 Dolkumen 3 Dolkumen 100 5 Dokumen 14 Dolkumen 7o
Peranghat Perangkat Daerah
Dasrah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Koordinasi dan dan [khtisar
Penyusunan Realisas1 Kinerja
Laporan SKFD dan Laporan
6.01.01.2.01.06 | Capman Kinerja | Hasil Koordinas: Laporan - 1 Laporan Laporan
dan Dihtisar Penyusunan
Reahzam Kinerja | Laporan Capaian
SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja | Jumlah Dolkumen
€.01.01.2.01.07 | Peranghkat Evaluasi Kinerja 10 Laperan 2 Laporan 3 Laperan 3 Laporan 100 3 Laporan 8 Laperan 80
Daerah Perangkat Daerah
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J e Raalisasi S Begiston Saanialn PD s/d Tahun berjalan
Bidang Indikaton Farget Eiuarn Target (3024) Target (2025)
Kinerja Capaian
Urusan Progmn P Kinerja Hasil Program dan Realisasi
Kode Pemerintahan | OFR (Renstrapp) | Program dan Kegiatan Capaian fiighat
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan cnpaim“_
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025) | gegiatan s/d =
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun Targex
renstra
e (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Dolumen
Penyelenggaraan | Hasil
Walidata Penyelenggaraan
6.01.01.2.01.08 | Pendulung Wahdata Dokumen - - - 1 Dolkumen Dolumen
Stahstk Pendukung
Sektoral Dasrah | Statistik Sektoral
Daerah
Polaksanaan
Forum Jumlah Benta
Perangkat Acara Hasil Forum
Dasrah Perangkat Dasmah
Berdasarkan Berdasarkan
Bidang Urusan Bidang Urusan . f i
€6.01.01.2.01.10 | yang Diampu yang Diampu ﬁ;ﬁ" - - - 1 Eg;t: Eg.ﬁ
dalam Rangka dalam Rangka
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dekumen
Perencanaan Perencanaan
Perangkat Perangkat Dasrah
Daerah
Jumlah laporan
Administrasi Administrasi
Ke Eeua
6.01.01.2.02 ““’W;; = “ﬂ"““t 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100 3 Laporan 3 Laporan 100
Daerah Dasrah yang
akuntabel
Penyediaan Gaji | Jumiah Orang Orang/ v Orang/ Orang/ Orang/ Orang/
; vang Menerima f:131 rang Fang rang arn rang
6.01.01.2.02.01 ias?qﬂm;angﬂn Gaji dan 1260 ksl 1209 ke 1260 il 1133 iifais 85,92 1176 bulan 1133 o 59,92
Tunjangan ASN
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
Uriisan J Raalisasi duz Eaglaton: Tetion fale PD s/d Tahun berjalan
Bidang Indikator Target Kinerja Target (2024) Taes (2025)
Urusan med‘ Pc‘ i Kinerja Hasil Program dan Realisasi
SEusny ' | (outcomes)/ (Renstra-pp) | Frowram dan Kegiatan Capaian cmnpa.i.;
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun :
s o (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) G 10=(5+7+9] 11=(10/4)
Jumlah Laporan
At Keunangan Akhir
noardinasidan | rohun SKPD dan
FHIdan Hasil
6.01.01.2.02.05 | Laporan Ié“p"fim‘ A 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100
Keuangan Akhir P‘;ﬁr L
Tahun SKPD st
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Koordinas: dan Bulanan/
Penyusunan Triwulanan/
Laporan Semesteran SKPD
6.01.01.2.02.07 EE“] “Eg:'} dEI: o E‘np:;f'” 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 Laporan 2 Laporan 100
Trwulanan [/ Penyusunan
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Penyusunan
Pelan_rEIn dan Jumlah Dokumnen
6.01.01.2.02.08 ;‘:D;l':;:is PE]’E‘PI. :f'ﬁ:;‘n il Dokumen - - - - 1 Dokumen Dokumen -
Realiza= Realizsas: Anggaran
Anggaran
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
Uriisan J e Raalisasi e e PD s/d Tahun berjalan
Bidang Indikaton Terget Ramin Target (3024) Target (2025)
Urusan Kinaci P i Kinerja Hasil Program dan Realisasi
Kode Pemerintahan ( tm! Y (Re mti PD) Program dan Kegiatan Capaian Rkt
Daerah dan nrxuamm Tahun I:ml_ Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan | CoPaian
Program / (cutput) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2026) | Kegiatans/d | ToPlisesi
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun thrget
berjalan
(2025) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) [+ 10=(5+7+9] 11=(10/4)
PP P e Jumlah Dokumen
Barang Milik !
6.01.01.2.03 | Daerah mmm 1 ‘Dokumen| I ‘Dokumen 1 - Dofcuman 1 . Dokumen 100 I Dokumen| T Dokumen 100
Perangkat Fe F "I;
Daerah Duﬂ'ngh
Penyusunan
Perencanaan Jumlah Rencana
6.01.01.2.03.01 Eebutuhan Kebutuhan Barang Dokumen - - - 1 Dokumen Dokumen
Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKFD
Jumlah Laporan
v Hasil Penulaian
gﬂn_rlﬂji nasaﬂann B Milike
6.01.01.2.03.03 enalan BArang | paerah dan Hasil Laporan . . . 1 Laporan Laporan
Milik Daerah K i
SHFD Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan
Penyusunasn Rekonsiliasi dan
6.01.01.2.03.05 | Laporan Barang pﬁﬁ:‘;”;ﬁ“ﬂng 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laperan 1 Laporan 100
Milik Dasrah Milik Daersh pada
pada SKFD SKED
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J Raalisasi dua Eapinten: T ety ala PD s/d Tahun berjalan
Indikator Target Kinerja (2024) - e
Bidang Kinerja Capainn Target 'arget [ ]
Urusan p P Kinerja Hasil Program dan Realisasi
I SRRISTI : (outcomes)/ (Renstra-PD) ogram dan i Capaian £
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan “Pm"i
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025} | Kegiatans/d | "{° 7
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun “I
berjalan
(%)
{(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10=(5+7+9) 11={10/4)
Administrasi | G HoLymen
6.01.01.2.05 Bapegawaian | o iy 3 Dokumen| 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen| 3 Dokumen 100
Perangkat Perangkat
Daerah Da h
S
Pengadaan Jumlah Paket
Pakaian Dinas Pakaian Dinas
BOLOLEO500 | FTe it | st il 2 1 Paket 2  Paket 2 Paket 100 = 1 Paket 50
Kelengkapannya | Kelengkapan
Pendidikan dan Jumlah Pegawai
Pelatihan Berdasarkan
6.01.01.205.00 |pesaWE FT:f;ii“‘n‘.FI“’t‘ﬁﬁ‘ 150 Orang 181 Orang 100 Orang 171 Orang 171 50 Orang 402 Orang 268
Tugas dan Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan
Jumlah Crang
Sosialisasi yvang Mengilouti
Perat Sosialisasi .
6.01.01.2.05.10 | po° ”;:25_ P o 175 Orang 155 Orang 90 Orang 90 Orang 100 75 Orang 320 Orang 182 86
Undangan Perundang-
Undangan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
Uriisan J Raalisasi dua Eapinten: T ety ala PD s/d Tahun berjalan
Indikator Target Kinerja 2024)
Bidang 5 Ca Target Target (2025)
Urusan p : P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi
I SRRISTI : (outcomes)/ (Renstra-PD) ogram dan i Capaian £
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan “Pm"i
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025} | Kegiatans/d | "{° 7
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%6) Tahun E
renstra
e (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
St Jumlah Orang
E:knb-m‘gm vang Mengibouti
Implementasi Bimbingan Teknis )
6.01.01.2.05.11 Pacifiien Implementasi 173 Orang 224 Orang 160 Orang 222 OQrang 138,75 23 COrang 301 Orang 286,29
Peraturan
Eiidmdm' Perundang-
angan Undangan
Administrasi Jumlah layanan
Umum Administrasi
6.01.01.2.06 P - Vinsion Perangeat & Layanan & Laganan 6 Layanan & Laganan 100 6 Layanan & Layanan 100
Daerah Daerah
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen Komponen
Instalasi Listrik Instalas: Listnk [/
6.01.01.2.06.01 / Penerangan Penerangan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3  Pakst 75
Bangunan Bangunan Kantor
Kantor yang diseciakan
. Jumlah Paket
Emiedt;amsa Peralatan dan
6.01.01.2.06.02 R DO Perlengkapan 19 Paket 1 Pakst 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket 16
Perlenghkapan Kant
Kantor S e
Disediakan

17




Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
dan Kegiatan Tahun Lalu
Urusan [ Indikator Kinesja Realisasi (2024) = PD l,i"llTlhmE:. berjalan
Bidang Kinerja ﬂl.i i Target 'arget (2025)
Urusan p P Kinerja H;::: Program dan Realisasi ‘
“m:;uh dml % | (outcomes)/ (Renstra-PD) ”Emm Kegiatan Capaian cmnpa.im
Da Kegiatan Tahun 2021- Ee Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun :
berjalan ot
(2025) (%)
i 2 3 4 5 6 T 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11={10/4)
et | i Pk,
6.01.01.2.06.04 Bahan Logistik i g & Paket 2  Paket 3 Paket 3 Paket 100 3 Paket 8 Paket 100
Ranmr disadinkar
Penyediaan Jumlah Paket
Barang Cetakan | Barang Cetakan
6.01.01.2.06.05 i dan P i 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket &0
Penggandaan vang Dizediakan
Jumlah Laporan
penlengguann | s
6.01.01.2.06.00 | o o b i dan Rapat Koordinasi 2530 Laporan 30 Laporan 90 Laporan 90 Laporan 100 50 Laporan 190 Laporan 76
Konsultasi skpp | 920 Kensultasi
SKFD
Penatausahaan {hmnlafi Dal::umm
6.01.01.2.06.10 | Arsip Dinamis mﬁ% Ditain 1250 Dokumen | 250 Dokumen 750 Dokumen | 750 Dokumen 100 350 Dokumen |1350 Dokumen 108
pada SKPD pads, SKPD

18




Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

dan Kegiatan Tahun Lala
Uriisan J e Kinerja |  Realisasi ﬂl{ﬂﬂﬂ] B PD s/d Tahun berjalan
EBidang % Iuc‘gnt Target Target {2025)
Urusan : P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi ‘
I e L (outcomes)/ (Renstra-PD) rogram dan Rgtan Capaian capaian
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun :
berjalan
(2025) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah
Pengadaan R
porang MUtk | Barang Milik
reh
6.01.01.2.07 Penunjang ?::“" - 400 Unit 168 Unit 303 Unit 301 Unit 99,34 37 Unit 506 Unit 126,5
Urusan Y
Pomarintal e
Daerah merintah
Dasrah
Pengadaan Jumlah Unit
Kendaraan Kendaraan )
6.01.01.2.07.01 E’F‘"‘““Em Perorangan Dinas 5 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 100 - 6 Unit 120
imnag atan atan Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yvang Disediakan
Pengadaan Jumlah Unit
Eendaraan Kendaraan Dinas
6.01.01.2.07.02 | Dinas Operasional atau 8 Unit 7 Umnit 11 Umnit 11 Unit 100 - 18 Umnit 225
Operasional Lapangan vang
atau Lapangan Disediakan
Jumlah Unat
Pengadaan
6.01.01.207.00 | Gedung Kantor Gt‘dmg St 1 Unit 1 Unit 1 Uni 1 Unit 100 1 Uni 1 Unit 100
.01.01.2.07. b Bag f;:nﬂ:n‘gum ni i it i it et
Lainnya Disedabiom
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J Raalisasi duz Eaglaton: Tetion fale PD s/d Tahun berjalan
Indikator Target Kinerja (2024)
Bidang i e Target Target (2025)
Urusan P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi ‘
Kode Pemerintahan & E Program dan Hegiatan Capaian tingka
(outcomes)/ (Renstra-PD) capaian
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun
renstra
s (%)
(2025)
i 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) G 10=(5+7+9] 11={10/4)
Pengadaan Jumlah Unit
Sarana dan Sarana dan
Prazarana Prasarana Gedung i i i i : i
6.01.01.2.07.10 Gedung Kantor Raitor Gbui 400 Umnit 1535  Unat 290 Ut 288 Ut 99,31 36 Uit 479  Umt 120
atau Bangunan Bangunan Lamnnya
Lainnya yang Disediakan
Jumlah weaktu
W penyediaan Jasa
P Penunjang
6.01.01.2.08 o ) Urusan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
P rinteah ;mﬂnhhtm
Daerah erah yang
disediakan
Jumlah Laporan
Fenyediaan Jasa | Penyediaan Jasa
6.01,01.2.08.02 Eﬂﬂﬂfm g&?ﬂ'ﬁi}; At 12 Laporan | 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan | 12 Laporan 100
Air dan Listrik dan Listrik vang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyedianan Jasa | Penyediaan Jasa
Peralatan dan Peralatan d
6.01.01.2.08.03 sz ?"Pﬂ-ﬂ Bo dmg“l;p::‘ 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan 12 Laporan 100
Kantor Kantor yang
Disediakan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

dan Kegiatan Tahun Lalu
Urusan [ Indikator Target Kinesja Realisasi (2024) = FD l,-"llT;g;E.bmjﬂm
Bidang Kinerja Capainn Target 'arget [ )
Urusan p P Kinerja H;::: Program dan Realisasi ‘
SRRISTI Inrutmmal]! [Rﬂmtrl'rm - . S Capaian capaian
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025} | Kegiatans/d | "{° 7
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun “I
berjalan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Laporan
Penvediaan Jasa | Penvediaan Jasa
6.01.01.2.08.04 | Pelayanan Pelayanan Umum 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan 12 Laporan 100
Umum Kantor Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Jumlah Barang
6.01.01.2.09 Penunjang Milik Daerah 18 Unit 18 Unit 15 Unit 13 Unit 86,7 15 Unit 15 Unit 83,33
Urusan yang dipelihara
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
g?:wlmmn" Jumlah Kendaraan
P ya]ﬂmrmn Perorangan Dinas
d ke > atau Kendaraan
6.01.01.2.09.01 K:lr;dfn?aan Dinas Jabatan 7 Unit ¥ Unit 6 Unit 6 Unit 100 6 Unit 6 Unit 86
Percridigas: yang Dipelihara
Dinas atau g:“ aﬂﬂm:‘rarkm
Kendaraan JeR
Dinas Jabatan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
dan Kegiatan Tahun Lalu
Uriisan J e Kinerja |  Realisasi ﬂl{ﬂﬂﬂ] B PD s/d Tahun berjalan
Bidang 5 m‘ Target Target (2025)
Urusan p : P F Kinerja H;::: Program dan Realisasi ‘
“ﬁm e (outcomes)/ (Renstra-PD) | lﬂon“humm angg Capaian cmnpa.im
Kegiatan Tahun 2021- Target Renja- Realisasi Tinghat enja Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun
jal renstra
"Boas) %)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Jasza
gﬁ;:lmun’ Jumlah Kendaraan
: Dinas Operasional
gmzﬂﬁl::;m atau Lapangan
6.01.01.2.09.02 Pziﬁn o vang Dipelihara 8 Unit & Unit 6 Unit 6 Unit 100 6 Unit 6 Unit 75
dan dibavarkan
Beackionn Pajak dan
Opersaional Perizinannya
atau Lapangan
Pemeliharaan/ Jumlah Gedung
Rehabilitas Kantor dan
6.01.01.2.09.009 Gedung Kantor Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unat 1 Ut 1 Ut 100 1 Unat 1  Unat 100
dan Bangunan yvang Dipelihara [
Lammnya Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Jumlah Sarana
Rehabilitas dan Prasarana
Sarana dan Gedung Kantor
6.01.01.2.09.10 | Prasarana atau Bangunan 2 Unit 2 Unit 2 Unit - Unit - 2  Unit 2  Unit -
Gedung Kantor Lainnya yang
atau Bangunan Dipelihara /
Lainnya Direhabilitasi
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

dan Kegiatan Tahun Lalu
Urusan [ Indikator Kinesja Realisasi (2024) PD s/d Tahun berjalan
EBidang % qu‘I“ Target Target {2025)
Urusan : P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi ‘
Kode Pemerintahan lou! tml ng:t-m] / (Re mtir a-PD) Program dan : ) Kegiatan Capaian ‘: :n;,‘lm
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan il :"i"ni
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025) | gegiatan s/d
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun TArger
renstra
s (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
FProgram Calmupan
06.01.02 Penyelenggaman | Penyvelenggaraan 97 Persen 168 Persen 96 Persen 103,66 Persen 108 96 Persen 123 Persen 127
Pengawasan Pengawasan
i Jumlah Dokumen
6.01.02.2.01 mnm can | Laporan 70 Doku 71 Dok 97 Dok 99 Dokumen 102 70 Doku 99 Dokumen 141
" aaea ar g:n.n:l.s:n K‘glﬂﬂtn FFEET L L FTLE L LLFFIETE FFLE L
Internal BT ua
Pengawasan Jumlah Laporan
6.01.02.20101 | Knera el 5 La 5 La 5 La 5 Ia 100 5 Ly 5 La 100
.01.02.2.01. Pemerintah Pengawasan poran poran poran poran POTan poran
Daerah Kinerja
Jumlah Laporan
E:nui:'v;ian Hasil Pengawasan
6.01.02.2.01.02 Pe‘m.eri?'ntah Kmm1gn 3 Laporan 4 Laporan 28 Laporan 30 Laporan 107,1 3 Laporan 3 Laporan 100
Daerah mt::ﬁntal'i
Reviu La Jumlah Laporan
6.01.02.2.01.03 Kﬁ:;:a POFAR | Hasil Reviu 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 15 Laporan 93,75 16 Laporan 16 Laporan 100
Laporan Kinerja
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J Raalisasi duz Eaglaton: Tetion fale PD s/d Tahun berjalan
b Indikator Target Kinerja i (2024) Tasget (3035)
U Kinerja Capaian
rusan P Kinerja Hasil Program dan Realisasi
Kode Pemerintahan & E Program dan Kegiatan Capaian tingkat
Daerah dan (omtcomes)/ (Renstra-PD) Keluaran Renja-PD capaian
Kegiatan Tahun 2021- Target Renja- Realisasi Tinghat enja Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun
renstra
pariahen (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 s 8=(7/6) [+ 10={5+7+9) 11={10/4)
Reviu La Jumlah Laporan
6.01.02.2.01.04 | 00 SPOTRR | Hasil Reviu 3 Laporan 3 Laporan 3 Laperan 3 Laporan 100 3 Laporan 3 Laporan 100
s Laporan Keuangan
p Jumlah Laporan
Engawasan -
6.01.02.2.01.05 Diai Has=il Pengawasan 38 Laporan 41 Laporan 40 Laporan 41 Laporan 103 38 Laporan 38 Laporan 100
Desa
Jumlah
Kerjasama Kesepakatan
6.01.02.2.01.06 | Pengawasan Penguwiazan o MpER . t"f“""“k“ 3. BENEY § - pAEe 100 3 TUuA | e JNREES 67
Internal Internal vang a X = = A
Terbentul
‘E"I‘?"ii““i.“.i% dj"'k Jumlah Dokurmen
I_.aa'utasljl :.r; = Hasil Monitering
Pﬂ'r:f:rilm::n dan Evaluas
6.01.02.2.01.07 | BPKRI dan E:j:—k L”‘“ﬁ:mm 2 Dokumen 2 Dokumen 2 E"l'“““ 2 Dokumen 100 2 Dokumen 2 Dokumen 100
E‘;ﬁk Lanjut | BoR Ridan Tindak
’ Lanjut Hasil
iﬁ;ﬂmm Pemeriksaan APIP
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J e Kinerja |  Realisasi dna K“"{?ﬂ";]'h“" Eala PD s/d Tahun berjalan
Bidang Kinerja (:ni Target Target (2025)
Urusan P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi Skt
Kode Pemerintahan Inuﬁ:ﬂl Y (Re mtlrn-PD'_l Program dan Kegiatan Capaian :;“
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan | “°F :"i"ni
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025} | Kegiatans/d | "{° 7
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun E
berjal renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Jumiah dokumen
Pengelenggara | b uoinn
6.01.02.2.02 ;" Pengmoasan. | o o o san 19 Dokumen| 45 Dokumen 19 Dokumen 20 Dokumen 105 19 Dokumen| 19 Dokumen 100
engan Tujuan De i
Tertentu Terantu
Bniaanaiies Jumlah Laporan
B ¢IEEBE|.LHJ.1 Penyelesaian
6.01.02.2.02.01 Kerfl : Kerugian 4 Lapaoran 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 25 4 Laporan 4 Laporan 100
N afaﬁfﬂae ok Nepara/Daerah
8 3 yvang Ditangani
P Jumlah Laporan
6.01.02.2.02.02 | Dengan Tujt Hanil Pengwoasan
.01.02.2.00 engan Tujuan Dirioan; Tajen 15 Laporan 4] Laporan 15 Laporan 19 Laporan 126.7 15 Laporan 15 Laporan 100
Tacsanta Tertentu
Program Persentase
Perumusan Perangkat Daecrah
06:01:03 | Kebijakan, Vang 100 Persen 65 Persen 75 Persen 97,2 Persen 129.6 85 Perzen 82,4 Persen 824
Pendampingan melaksanalkan
Dan Asistensi SPIP
Jumlah dekumen
P vmsacn Eegiatan
E'b“?hf' Perumusan
€01.03.201 | Bideng e i b
.01.03.2. ang di Bid 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 4 Dokumen 4 Dokumen 100
Pengawasan
Dan Fasilitasi ?ﬂ:ﬁ?ﬁ‘;‘:‘:‘““ D
Pengawasan Pangecwasan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra-
Uriisan J Raalisasi dua Eapinten: T ety ala PD s/d Tahun berjalan
Indikator Target Kinerja 2024)
Bidang - Ca Target Target (2025)
Urusan p : P F Kinerja Hasil Program dan Realisasi
Kode Pemerintahan ([outcomes)/ (Renstra-PD) Program dan Kegiatan Capaia cmnpﬂ._:
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2025} | Kegiatans/d | "{° 7
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%6) Tahun “I
e (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11={10/4)
Jumlah
Perumusan Rekomendasi
Kebhijakan Kebijakan Teknis Rekomen Rekomen Rekomen Rekomen Rekomen Relkomen
GOLB 000 | o icy ot Bidvns | 'k Bideing S dasi L dasi 1 desi 1 desi o 1 dasi 1 dasi HR
Pengawasan Pengawasan yang
Disusun
Jumlah
E:a;;;n‘usan Eekomendasi
i Kebijakan Teknis Rekomen Relkomen Rekomen Relkomen Rekomen Rekomen
6.01.03.:2.01.02 | Teknis i Bidang | g pigang Fasilitasi 15 dasi 3 dwal 3 dasi 3 dasi 100 3 dasi F: el 100
P sty Pengawasan yang
skt ot Disusun
Jumlah dokumen
Pendampingan Pelaksanaan
6.01.03.2.02 g Eegiatan 83 Dokumen 83 Dokumen 83 Dekumen 80 Dokumen 96,4 85 Dokumen 82 Dokumen 100
dan Asistensi Pendampingan
dan Asistensi
Jumlah Peranghkat
Pendampingan Eﬁﬁ] :ahl ];:ng
dan Asistensi f
Pendampingan Perangkat Peranghat Perangkat = Peranglat Perangkat Peranglat
R0 R0 Emmn dan Asistensi =5 Daerah R Daerah . Dasrah =8 Daerah 10 R Daerah ia Daerah 10
emerintahan VA
Lasyah Pemerintahan
Daerah
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-

Uriisan J Raalisasi duz Eaglaton: Tetion fale PD s/d Tahun berjalan
Indikator Target Kinerja (2024)
Bidang 5 Ca Target Target (2025)
Urusan : F Kinerja Hasil Program dan Realisasi
| Program Program tingkat
Sy (outcomes)/ (Renstra-Pp) | Frogram dan Kegiatan Capaian b
Daerah dan Kegiatan Tahun 2021- Keluaran Target Renja- Realisasi Tingkat Renja-PD Program dan lisasi
Program / (output) 2026 Kegiatan s/d PD Tahun Renja-PD Realisasi | Tahun (2028) | Kegiatans/d | "{° " ot
Kegiatan Tahun 2023 (2024) Tahun (2024) (%) Tahun :
e (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10={5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Perangkat
Pendampingan, %ﬁ] a.hl ':ﬁng
Asistensi :
- : Pendampingan,
6.01.03.2.02.02 \-’en_ﬁk_,am. dan L 13 Peranghat 13 Perangkat 13 Peranghkat 10 Peranghkat 77 13 Peranghkat 13 Peranglkat 100
Penilaian . : Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Ref : Verifikasi, dan
ol b Penilaian
Birckrasi Refermasi
Birolrasi
Koordinasi, JI:MIah!- i?.'giam
Monitoring dan Mnnimrinéldan
6.01.03.2.02.03 ﬁwum'ﬁ&m Evalasi g, : ' i ; ; ;
.01.03.2.02. erifikasi Verifikasi 4 Kematan 4 Kematan 4 Kematan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
Pencegahan dan Penecegahan dan
Pemberantasan Pemhg'anmsan
Korupai Korupsi
Jumlah Peranghkat
PepdamPinEan. ﬁﬁlahl ‘:ff'g
6.01.03.2.03.04 ﬂzﬁtﬂmnmidan Pendampingan, 10 Perangkat 38 Perangkat 10 Peranghkat 10 Perangkat 100 10 Perangkat 10 Peranghkat 100
e Pecyral Asistensi dan Daerah Daerah Daerah Dasrah Daerah Dasrah
Bt Verifikasi
Integntas Paaggikéin
Integritas
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal
Penyusunan RENJA tahun 2024 telah menargetkan 82% untuk persentase
capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan
realisasinya adalah sebesar 90,11%, artinya capaian kinerja sudah melampaui
dari target yang ditetapkan.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui
vang ditarget 74% tingkat penyelesaiannya menjadi 82,69%.

Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,
target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 94 % tercapai 86,67%, Hal ini
terjadi karena adanya Laporan yang berbatas waktu penanganan (Pengaduan
Lelang), sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam
tahap penugasan vang bersamaan, dan adanya pengaduan yang masuk
diakhir tahun sehingga terbatas waktu untuk melaksanakan tindaklanjut.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sudah mencapai target vang telah ditetapkan, yvakni dari 3 Nilai yang
ditargetkan dengan capaian 3 Nilai, ini berdasarkan evaluasi atas penerapan
SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor Maturitas SPIP Terintegrasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 sehingga
memperoleh Level 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari
penilaian pada beberapa komponen wyaitu: 1) Penilaian atas komponen
penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3)

Penilaian atas komponen pencapain tujuan.
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Tabel 2. 2 TC - 30 Pencapaian Kinerja Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

TARGET RENSTRA - PD bl PROYEKSI
sSPM/ CAPAIAN CATATAN
SG{|FansSiatsE I Staadns TR Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |Tahun | ANALISIS
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 @ 2026
1 2 3 4 . 6 7 8 9 10 11 12 13
; Persentase
1 | Meningkatnya Penyelesaian )
Kinerja Rekomendasi 80 82 84 86 | 89,22 [ 90,11 | 84 g5 ||[Tamet
Pembinaan Dan Hasil Pemeriksaan Terpenuid
Pengawasan BPK RI
Dalam Rangka
Pelaksanaan Persentase
Urusan Penyelesaian T i
Pemerintahan Rekomendasi #1 74 77 79 | 76,94 | 82,69 | 77 79 Targe i
Yang Menjadi Hasil Pemeriksaan el
Kewenangan APIP
Daerah S r—
Persentase Bﬁm
Jumlah Terpenuhi,
Pengaduan 92 94 96 98 82 86,67 96 98 Karena ada
Masyarakat Yang laporan
Ditindaklanjuti ﬂLﬁI:]SUl: ;}111
a 1r 1un
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TARGET RENSTRA - PD

PROYEKSI

SPM/ CAPAIAN
til < IKK CATATAN
HCh Rtots) ]?at:;:ia:; Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | ANALISIS
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Maturitas Sistem
Pengendalian Target
Intern Pemerintah 3 9 3 i % 3 ® * Terpenuhi
(SFIP)
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat
Daerah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur
Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten
Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh antara lain:

a) Membantu Bupati dalam Pembinaan dan pengawasan kepala daerah
terhadap Perangkat Daerah;

b) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan
melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas
Intern Pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pelaksanaan pembangunan.

3. Adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) peran Inspektorat adalah
mengawal pelaksanaan kegiatan yang terkait persiapan pembangunan ibu
Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti ternuan
hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;

5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan perangkat daerah;

6. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan
terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;

7. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP
sebagai landasan tervujudnya Good Governance;

8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat Daerah
juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah

satu hal yvang sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik
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akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan
publik.

Selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja

vang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah
dan obyek pengawasan, dimana Dengan Luasan wilayah Pengawasan
dan jumlah Auditan vang terdiri dari 38 Perangkat Daerah, 20
Kecamatan, 193 Desa, dan 32 Puskesmas serta 3 Rumah sakit sebagai
pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 Sekolah sebagai penerima Dana
BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan /
pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban
amanat pengawasan yvang dituangkan dalam Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap
Perangkat Daerah.

b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin komplek dan beragam
serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus
mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan
handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari
segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yvang
cukup untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis yang

terkait dengan Pengawasan.

2. Faktor Eksternal
a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di OPD dimana adanya temuan-
temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP
belum diterapkan [/ diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan
amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di
setiap pelaksanaan tupoksi OPD.
b. Masih tidak optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.
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Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh
Inspektorat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam
penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Consultant Partner.

4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026,
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan review
terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil analisis Kebutuhan Tahun 2026

sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Pada program ini ada beberapa kegiatan yang sub kegiatannya tidak
teranggarkan dikarenakan efisiensi anggaran, adapun kegiatan tersebut
sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada sub
kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan sub
kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan.

3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan
penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran,
adapun sub kegiatan tersebut antara lain:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
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b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
c. Reviu Laporan Kinerja.
d. Reviu Laporan Keuangan.
e. Pengawasan Desa.
f. Kerjasama Pengawasan Internal.
g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan
penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran,
adapun sub kegiatan tersebut sebagai berikut:
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan
Fasilitasi Pengawasan.
Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan pagu anggaran dan
penyesuaian target capaian kinerja dikarenakan efisiensi anggaran,
adapun sub kegiatan tersebut adalah:
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
Pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan telah dilakukan
pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja
dikarenakan efisiensi anggaran, adapun sub kegiatan tersebut sebagai
berikut:
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi.
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi.

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
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